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PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 35 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TERNATE TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TERNATE,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan
pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran
2011;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2011;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Ternate (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);

12.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerabh;

25. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota
Ternate;

26. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ternate Tahun 2006 -
2016;

27. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ternate (Lembaran
Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 18);

28. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
(Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2010 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN
ANGGARAN 2011.
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. 510.933.877.800,- bertambah sejumlah
Rp.26.675.154.000,- sehingga menjadi Rp. 537.609.031.800,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

A SEIMUIA. ..ot Rp.510.933.877.800,-

b. Bertambah / (Berkurang)...........cccooviiiiiiiiiii Rp. 26.675.154.000,-
Jumlah Pendapatan setelah perubahan................cooiiii i, Rp.537.609.031.800,-

2. Belanja

A SEIMUIA. .. Rp.532.218.982.064,-

b. Bertambah / (Berkurang)...........cccoovviiiiiiiiiii e Rp. 31.917.856.878,-
Jumlah Belanja setelah perubahan.............cooooi i Rp.564.136.838.942,-
Surplus / (Defisit) setelah perubahan...............oooi i, (Rp. 26.527.807.142,-)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan
L. SemuUla. ... ..o Rp. 21.285.104.264,-
2. Bertambah / (Berkurang)..........coooeeiiiiiiiiiii e Rp. 7.339.702.878,-
Jumlah Penerimaan setelah perubahan........... ..., Rp. 28.624.807.142,-




b. Pengeluaran

1o Semula. ... Rp.
2. Bertambah / (Berkurang)..........coooeviiieiiiiiiii e Rp.2.097.000.000,-
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan........................... ... Rp.2.097.000.000,-
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan................ooi i Rp.26.527.807.142 -
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan asli daerah
1. Semula Rp.29.820.000.000,-
2. Bertambah / (berkurang) Rp. 2.380.000.000,-
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp.32.200.000.000,-
b. Dana perimbangan
1. Semula Rp.402.991.540.000,-
2. Bertambah / (berkurang) Rp. 3.938.000.000,-
Jumlah Perimbangan setelah perubahan Rp.406.929.540.000,-
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1. Semula Rp.78.122.337.800,-
2. Bertambah / (berkurang) Rp.20.357.154.000,-
Jumlah Lain - lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp.98.479.491.800,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah

1. Semula Rp.12.900.000.000,-
2. Bertambah / (berkurang) Rp. 1.600.000.000,-
Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp.14.500.000.000,-
b. Retribusi Daerah
1. Semula Rp.10.745.000.000,-
2. Bertambah / (berkurang) Rp. 680.000.000,-

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp.11.425.000.000,-




c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

1. Semula Rp.500.000.000,-
2. Bertambah / (berkurang) RP. v -
Jumlah Hasil pengelolan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp.500.000.000,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1. Semula Rp.5.675.000.000,-
2. Bertambah / (berkurang) Rp. 100.000.000,-
Jumlah lain-lain pendapaan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp.5.775.000.000,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana bagi hasil

1. Semula Rp.59.448.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 3.938.000.000,-
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp.63.386.000.000,-
b. Dana Alokasi Umum
1. Semula Rp.314.020.640.000,-
2. Bertambah / (berkurang) RP. oo, -
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp.314.020.640.000,-
c. Dana Alokasi Khusus
1. Semula Rp.29.522.900.000,-
2. Bertambah / (berkurang) Rp. .oovivieeiiiennns -
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp.29.522.900.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hibah

1. Semula Rp. 1.260.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang) O PO -
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp  1.260.000.000,-
b. Dana Darurat
1. Semula RP. oo, ,-
2. Bertambah / (berkurang) RP.cooveieeiiiiiee -
Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp o, -
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi
1. Semula Rp.13.877.000.000,-
2. Bertambah / (berkurang) Rp. 1.833.000.000,-

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp.15.710.000.000,-




d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula Rp.62.985.337.800,-
2. Bertambah / (berkurang) Rp.18.524.154.800.-
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp.81.509.491.800.-
e. Bantuan keuangan dari Propinsi dan atau dari Pemerintah Daerah lainnya
1. Semula RP. i, ,-
2. Bertambah / (berkurang) O PO -

Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau dari daerah lainnya setelah perubahan Rp_.........ccovvvvevnn..,

f. Penerimaan Lainnya

1. Semula RP. oo, ,-
2. Bertambah / (berkurang) O T -
Jumlah Penerimaan Lainnya setelah perubahan S P -

Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung
1. Semula Rp.290.258.278.804,-
2. Bertambah / (berkurang) Rp. 1.475.957.833,-
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp.291.734.236.637,-
b. Belanja Langsung
1. Semula Rp.241.960.703.260,-
2. Bertambah / (berkurang) Rp. 30.441.899.045,-
Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp.272.402.602.305 ,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah

1. Semula Rp.280.830.778.804,-
2. Bertambah / (berkurang) (Rp. 5.666.367.167,-)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp.275.164.411.637,-
b. Belanja bunga
1. Semula RP. o -
2. Bertambah / (berkurang) O PO -

Jumlah belanja bunga setelah perubahan RP.eeeeeeeeeiiiieiieeiieeee




c. Belanja subsidi

1. Semula RP. i, ,-
2. Bertambah / (berkurang) RP.cooveieeiiiiiee -
Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan Rp o -
d. Belanja hibah
1. Semula Rp.2.219.000.000,-
2. Bertambah / (berkurang) Rp.2.702.325.000.-
Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp.4.921.325.000.-
e. Belanja bantuan sosial
1. Semula Rp. 6.208.500.000,-
2. Bertambah / (berkurang) Rp. 1.690.000.000,-
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 7.898.500.000,-
f. Belanja bagi hasil
1. Semula Rp. oo, -
2. Bertambah / (berkurang) O PO -
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. oo, -
g. Belanja bantuan keuangan
1. Semula Rp.oiiiiiiii i, -
2. Bertambah / (berkurang) RP.cooveieeiiiiiee -
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. oo, -
h. Belanja tidak terduga
1. Semula Rp.1.000.000.000,-
2. Bertambah / (berkurang) Rp.2.750.000.000,-
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp.3.750.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja pegawai

1. Semula Rp.55.000.368.100,-
2. Bertambah / (berkurang) (Rp. 1.267.953.712,-)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp.53.732.414.388. -
b. Belanja barang dan jasa
1. Semula Rp.92.274.255.409,-
2. Bertambah / (berkurang) Rp. 9.045.168.977,-

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp.101.319.424.386,-




c. Belanja Modal

1. Semula Rp.94.686.079.751,-
2. Bertambah / (berkurang) Rp.22.664.683.780,-
Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp.17.350.763.531 -
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp.28.624.807.142.-

1. Semula Rp.21.285.104.264,-
2. Bertambah / (berkurang) Rp. 7.339.702.878,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp.28.624.807.142,-
b. Pengeluaran sejumlah Rp.2.097.000.000,-
1. Semula Rp.oiiiiiiiiin, -
2. Bertambah / (berkurang) Rp.2.097.000.000,-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp.2.097.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 6.843.069.059,-

1. Semula Rp. oo, -
2. Bertambah / (berkurang) Rp.6.843.069.059,-
Jumlah SILPA tahun anggaran setelah perubahan Rp. 6.843.069.059.-
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. ...................
1. Semula Rp. oo, -
2. Bertambah / (berkurang) RP.cooveieeiiiiiee -
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp o,
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. ...................
1. Semula RP. o, ,-
2. Bertambah / (berkurang) RP.cooveieeiiiiiee -
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yg dipisahkan setelah perubahan Rp. oo
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.21.781.738.083,-
1. Semula Rp.21.285.104.264,-
2. Bertambah / (berkurang) Rp. 496.633.819,-
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp.21.781.738.083, -
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. .............................
1. Semula Rp. oo, -
2. Bertambah / (berkurang) RP.oovieeieiiieiieeene, -

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan Rp. oo



f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. ..........................

1. Semula R e -
2. Bertambah / (berkurang) RP.oovieieieeeeeiieeen -
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp. o, -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. ........................

1. Semula Rp. oo, -
2. Bertambah/(berkurang) Ry -
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. o -
b. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp
1. Semula Rp. oo .
2. Bertambah / (berkurang) Rp.2.097.000.000,-
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan Rp.2.097.000.000,-
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. .........................
1. Semula Rp. oo, -
2. Bertambah/(berkurang) RP.oovieeieiiieiieeene, -
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yg jatuh tempo setelah perubahan Rp. oo -
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. ..................o.. ..
1. Semula RP. e -
2. Bertambah/(berkurang) RP.oovieeieiiieiieeene, -
Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan Rp. oo -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran | . Ringkasan perubahan APBD;

2. Lampiran Il . Ringkasan perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran Il : Rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV . Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V . Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara,

6. Lampiran VI . Daftar perubahan jumlah pegawai per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VIl : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

8. Lampiran VIl : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.

9. Lampiran IX :  Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.



Pasal 6

Walikota Ternate akan menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 7 September 2011
WALIKOTA TERNATE,

ttd

BURHAN ABDURAHMAN
Diundangkan di Ternate

pada tanggal 7 September 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

ISNAIN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2011, NOMOR 95



